PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN
2003 TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

Menimbang : a.

Mengingat :

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Nomor 16 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dibentuk paerangkat daerah
yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas
pembantuan di bidang perijinan , sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha
Hotel dan Penginapan perlu dilakukan penyesuaian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Hotel dan Penginapan;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah
Dalam  Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 32 tahun 1930.

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
nomor 3685);sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara nomor
3821);



Menetapkan :

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara RI Tahun 1999

Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturaturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2005(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38 ,Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4493) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun Tahun 1999 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara
tanggal 14 Agustus 1950);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan,
dan Penyebarluasan Pearturan perundang-undangan;

Peraturan Dearah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2003 tentang Perizinan
Usaha hotel dan Penginapan ( Lembaran Daerah Tahun 2003 seri B Nomor 7).
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan
Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor
11 Tahun 2007);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Pembentukan dan Organisasi Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2007);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
Dan
BUPATI BANTUL
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN
2003 TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN



Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 7 Tahun 2003) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, diantara angka 4 dan angka 5 disipkan 3
(angka) baru yakni angka 4a.4b dan 4c serta ketentuan angka 5 diubah serta ketentuan
angka 6 dihapus sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.



